BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau
berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu
lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara.Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh
subjek yangluas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek
dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu
melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang
menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu
dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia
menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya
itu,penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum
tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan
sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan,
aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan,
kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum

pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.
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Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau
berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu
lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-
konsep hukum vyang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum
merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.*8

Menurut SoerjonoSoekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan
hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang
mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap
akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan
hidup.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam
praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan
dalam suatu perkar berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan
dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang
ditetapkan oleh hukum formal.*

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan
penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan
sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide

dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

“Dellyna, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta : Liberty hal 32
9 1bid hlm 33
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Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang
memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari
para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas
dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik
pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua,
yaitu:>°

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum
dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau
melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma
aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur
penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum
berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan
yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada
dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut

penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

% 1bid him 34
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Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan,
kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum
pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau
berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu
lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-
konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum
merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.>*

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian
yaitu:>2

1. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana
sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (subtantive law of crime).
Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak
hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup
aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan
pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri
memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat
penuntutan pada delik-delik aduan (klacht delicten). Ruang lingkup yang dibatasi ini

disebut sebagai area of no enforcement.

*! Ibid hlm 37
%2 1bid him 39
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2. Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang
bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini
para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

3. Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini
dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasanketerbatasan dalam
bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya
mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut
dengan actual enforcement.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana
menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (criminal law application) yang
melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan,
pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat
hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (normative system) yaitu
penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial
yang didukung oleh sanksi pidana.

2. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (administrative
system) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum
yang merupakan sub sistem peradilan diatas.

3. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social system), dalam arti
bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai

perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.
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1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono
Soekanto adalah :>

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan
antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan
merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum
merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum
merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak
bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan
hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena
penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai
kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan
peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada
masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah

mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

% Soerjono Soekanto. 2004,Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum Cetakan
Kelima.Jakarta : Raja Grafindo Persada hal 42
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3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat
keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang
diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional,
sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya
adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang
selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis
yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa
tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai
kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit
banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan
hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat
kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator
berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan
soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang
sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti
bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka

berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis
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pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus
dilakukan, dan apa yang dilarang.
1. Tahapan di Kepolisian
a. Penyelidikan

Menurut KUHAP dalam Pasal 1 butir 5, penyelidikan adalah, serangkaian
tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga
sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya diadakan penyelidikan
menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.>*
b. Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 butir 2, KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik
dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari
serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak
pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.>

Penyidik menurut Pasal 6 ayat 1 KUHAP terdiri dari :

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

2. Pejabat Pegawai Negri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh

undang-undang.
KUHAP juga mengenal penyidik pembantu sebagaimana ditentukan dalam Pasal

10 ialah Pejabat Kepolisian Negara Republik indonesia yang di anggkat oleh

5 Kadri Husin,Budi Rizki H, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Lembaga Penelitian Universitas
Lampung.H.him.111
% Ibid. HIm. 113
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Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang
diatur dalam peraturan pemerintah.®
c. Penangkapan

Menurut KUHAP dalam pasal 1 butir 20 yang diartikan dengan penangkapan
adalah suatu tindakan penyidikan berupa pengekangan sementara waktu kebebasan
tersangka atau terdakwa apa bila cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau
penuntutan dan peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-
undang.®’
d. Penggeledahan

menurut Pasal 1 butir 18 penggeledahan adalah tindakan penyidik untuk
mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang
diduga keras ada pada badan atau dibawa, untuk disita.>®
e. Penyitaan

Menurut Pasal 1 (16) KUHAP penyitaan adalah tindakan penyidik untuk
mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaanya benda bergerak atau tidak
bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam
penyidikan, penuntutan dan peradilan.>®
2. Tahapan penuntutan

Menurut Pasal 1 butir 7 penuntut adalah tindakan penuntut umum untuk

melimpahkan perkara pidana kepengadilan negeri berwenang dalam hal menurut cara

% Erna Dewi,Firganefi,Op. Cit. HIm. 53

5" Kadri Husin,Budi Rizki H,Op. Cit. HIm. 116
%8 |bid. HIm. 120

59 Ibid. HIm. 121

39



yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus

60
oleh hakim dimuka pengadilan’

Yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan terhadap perkara
pidana adalah penuntut umum.

1. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara
pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara
yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa
dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.

2. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk
bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

3. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini
melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

3. Tahapan pemeriksaaan disidang pengadilan.
a. Acara pemeriksaan biasa

Diatur dalam Pasal 153 sampai Pasal 182 KUHAP,dilakukan terhadap perkara
kejahatan yang membutuhkan pembuktian dan penerapan hukum tidak bersifat mudah
dan sederhana.
b. Acara pemeriksaan singkat

Diatur dalam Pasal 203 dan 204. KUHAP, dilakukan terhadap perkara kejahatan

atau pelanggaran yang penerapan hukumnya mudah dan bersifat sederhana.

% 1bid. HIm. 124
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c. Acara pemeriksaan cepat terdiri dari

Diatur dalam Pasal 210 KUHAP

1. Acara pemeriksaan tindak pidana ringan

2. Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan®t
4. Tahapan pelaksanaan putusan dipengadilan

Menurut KUHAP pelaksanaan putusan pengadilan diatur mulai Pasal 270
sampai dengan 276. Pelaksanaan putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap
dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.®’pelaksanaan putusan hakim harus
dibedakan dengan pelaksanaan pidana.pelaksanaan putusan pengadilan adalah Jaksa
sedangkan pelaksanaan pidana, tergantung dari jenis pidananya.

a. Pidana mati menurut pasal 11 KUHP adalah algojo pada tmpat gantungan
dengan mejeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher
terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Namun
berdasarkan Penpres No.2 Tahun 1964 pidana mati dilaksanakan oleh regu
tembak dari kesatuan POLRI, disuatu tempat yang termasuk wilayah hukum
pengadilan yang menjatuhkan pidana mati.

b. Pidana penjara dan kurungan dilaksanakan dilembaga pemasyarakatan
sesuai dengan Undang-undang No0.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

c. Pidana denda yang melaksanakan adalah jaksa.%®

%1 Ibid. HIm. 133

82 |bid. HIm. 146

8 Erna Dewi,Firganefi,sistem peradilan pidana indonesia(dinamika dan perkembangan).PKKPUU FH
UNILA. 2013. HIm 57
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Pelanggaran tindak pidana yang tersangkanya merupakan anggota polisi,

penegakannya dilanjutkan oleh instansi kepolisian setelah tersangkanya sudah melalui

proses peradilan umum. Guna tercapainya keadilan kukum dalm setiap pelanggaran

kode etik profesi polri dilaksanakan secara objektif dan menjunjung tinggi keadilan,

Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik indonesia No.2 Tahun 2003 tentang

peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia :

Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan disiplin adalah :

a. Atasan langsung

b. Atasan tidak langsung, dan

c. Anggota provos Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas

dan kewenanganya.

Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik indonesia No.2 Tahun 2003 tentang

peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Penyelesaian perkara pelanggaran disiplin dilaksanakan melalui tahapan :
a.
b.
C.

d.

Laporan atau pengaduan
Pemeriksaan pendahuluan
Pemeriksaan didepan sidang disiplin
Penjatuhan hukuman disiplin
Pelaksanaan hukuman

Pencatatan data personel perseorangan
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Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang
dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran yang merugikan orang lain
atau merugikan kepentingan umum. Beberapa sarjana hukum di Indonesia
menggunakan istilah yang berbeda-beda untuk menyebutkan kata tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana dan oleh
karena itu memahami tindak pidana adalah sangat penting. Tindak pidana merupakan
suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan kejahatan yang bisa diartikan secara yuridis
ataupun kriminologis. Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa belanda yaitu
“strafbaar feit” atau “delict”.%*

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan
hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak
pidana.®®

Simons merumuskan tindak pidana sebagai suatu tindakan melanggar
hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang
dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dapat dihukum.®®

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum
larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa
yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah
perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dari

pada itu diingat bahwa larangan ditunjukan kepada perbuatan (yaitu suatu

8 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, HIm. 61

% Ibid, him. 45

® P.A.F lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, him.
185
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keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman
pidananya ditunjukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.%’

Menurut sifatnya perbuatan-perbuatan pidana ini adalah pebuatan melawan
hukum. perbuatan ini juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan akan
terlaksananya tata dalam pergulan, dapat dikatan bahwa perbuatan pidana ini adalah
perbuatan yang anti sosial. Masyarakat pada umumnya menyatakan bahwa tindak
pidana adalah yang dinilai jahat, karena bertentangan dengan perbuatan baik, yang
seharusnya berlaku dalam kehidupan masyarakat, selain itu tindak pidana juga
dapat merugikan orang lain dan dianggap melanggar etika yang seharusnya dijunjung
tinggi dalam masyarakat.tetapi tidak semua perbuatan yang melawan hukum itu disebut
perbuatan pidana dan diberi sanksi pidana.

Mengenai perbuatan pidana ini suatu perbuatan diancam dengan pidana oleh
Undang-Undang, maka dalam hukum pidana dikenal dengan asas legalitas, yaitu: ““suatu
perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-
undangan pidana yang telah ada”, yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas
ini dalam bahasa latin dikenal sebagai nullum delictum nula poena sine praevia lege
poenale.

Suatu ketentuan pidana harus lebih dahulu dari perbuatan itu, dengan
perkataan itu, ketentuan pidana itu harus sudah berlaku ketika perbuatan dilakukan.
Oleh kerena itu ketentuan tersebut tidak berlaku surut, baik mengenai ketetapan dapat

dipidana maupun sanksinya. Namun dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP menyatakan : “

67 Moeljatno, Op. Cit, hIm. 59
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bilamana ada perubahan dalam perundang-undagan sesudah perbuatan dilakukan
maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan”. Hal ini
merupakan pengecualian dari larangan berlaku surut dalam hukum pidana, sepanjang
mengenai hal, bahwa hukum yang ada, yaitu apabila seorang pelanggar hukum pidana
belum diputus perkaranya oleh hakim dalam putusan terakhir. Pengecualian ini
diperlukan upaya ada kepastian hukum.
B.Tinjauan Umum Tentang Pengertian Narkotika

Pengertian narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman
atau bukan tanaman, baik sintetis maupun tidak sintetis, yang dapat menyebabkan
penurunan atau perubahan Kkesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika
digolongkan mejadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1
Undang-Undang tersebut. Yang termasuk jenis narkotika adalah :

1. Tanaman papver, opium mentah, opium masak (candu,jicing,jicingko),
opium obat,morfina, kokain, ekgonnia, tanaman ganja, dan damar ganja.
2. Garam-garam dan turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-

campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut diatas.

Narkotika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani Narkoum, yang berarti
membuat lumpuh atau mati rasa.®® Pada dasarnya narkotika memiliki khasiat dan

bermanfaat digunakan dalam bidang kedokteran, kesehatan dan pengobatan dan

8 Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, Narkoba, Psikotropika dan gangguan jiwa, Nuha Medika,
Yogyakarta, 2013, him 1

45



berguna bagi penelitian perkembangan, ilmu pengetahuan farmasi atau farmakologi
itu sendiri.®® Sedangkan dalam bahasa Inggris narcotic lebih mengarah keobat yang
membuat penggunanya kecanduan. "

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi
mereka yang menggunakan dengan cara memasukan obat tersebut ke dalam tubuhnya,
pengaruh tersebut berupa pembiasan, hilangnya rasa sakit rangsangan,semangat dan
halusinasi.”* Bahaya bila menggunakan narkotika bila tidak sesuai dengan peraturan
dapat menyebabkan adanya adiksi atau ketergantunagn obat(ketagihan).”? Adiksi
adalah suatu kelainan obat yang bersifat kronik atau priodik sehingga penderita
kehilangan kontrol terhadap dirinya dan menimbulkan kerugian terhadap dirinya dan
masyarakat.

Orang-orang yang sudah terlibat pada penyalahgunaan narkotika pada mulanya
masih dalam ukuran (dosis) yang normal.”® Lama-lama pengunaan obat menjadi
kebiasaan, setelah biasa mengunakan narkotika , kemudian untuk menimbulkan efek
yang sama diperlukan dosis yang lebih tinggi.

Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar
ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan lain yang termasuk, atau bertentangan

dengan Undang-Undang tersebut.

% Ibid, him1

0 1bid, him 1

™ 1bid, him 1

2 Mandagi Jaene, 2009. Masalah Narkotoka Dan Zat Akditif Lainya Serta Penanggulanganya.
Yogyakarta: Pramuka Saka Bhayangkara.

78 Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, op. Cit, him 2
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tindak
pidana narkotika dibedakan menjadi tiga bagian yaitu :

1. Pengguna

Pengguna vyaitu orang yang menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri.
Pengguna narkotika dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 127
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, paling lama hukuman 4
(empat) tahun penjara.

2. Pengedar

Pengedar yaitu penjual narkotika secara ilegal. Pengedar dapat dikenakan
sanksi pidana berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika, dengan ancaman maksimal hukuman 20 tahun atau seumur hidup atau
hukuman mati atau denda.

3. Produsen

Produsen yaitu orang yang membuat atau memproduksi narkotika secara ilegal,
produsen narkotika dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 113
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan ancaman maksimal
hukuman 20 tahun atau seumur hidup atau hukuman mati atau denda

Pemakaian narkotika secara berlebihan tidak menunjukan jumlah atau dosisnya,
tetapi yang terpenting pemakaianya berakibat pada gangguan salah satu fungsi baik
fisik, psikologis, maupun sosial. Gangguan fisik berarti gangguan fisik pada organ

tubuh, seperti penyakit hati, depresi. Wujud gangguan fisik dan psikologis bargantung
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pada jenis Narkorika yang digunakan. Gangguan sosial meliputi kesulitan berinteraksi
dengan orang tua, pekerjaan, sekolah, keuangan, berurusan dengan polisi.”

Narkotika dapat digolongkan menjadi tiga golongan yaitu :

1. Narkotika Golongan |

Narkotika ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu
pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi
mengakibatkan ketergantungan. Contohnya : ganja, heroin, kokain

2. Narkotika Golongan 11

Narkotika ini adalah yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan
sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau dapat untuk tujuan
pengembangan ilmu pengetahuan yang mempunyai potensi tinggi yang dapat
mengakibatkan ketergantunagan. Contohnya : morfina, pentanin, petidin, dan
turunanya.

3. Narkotika Golongan I11

Narkotika jenis ini yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan
dalam terapi dan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan
mengakibatkan ketergantungan. Contohnya : kodein dan turunanya, metadon, nalteron
dan sebagainya.”

Jenis-jenis Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Heroin

™ Lidya Harlina Martono, Satya joewana, pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika,
Balai Pustaka, Jakarta, 2006, him 17
7 Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, op. Chit, him 6
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Heroin adalah derivatif 3.6-diasetil dari morfin (karena itulah namanya adalah
diasetilmorfin) dan disintetiskan darinya melalui asetilasi. Pertama-tama disintesa dari
morfin dalam tahun 1874. Perusahaan bayer di Jerman pertama tama melalui produksi
komersial dari obatpenawar rasa sakit yang baru ini dalam tahun 1898. Heroin murni
adalah serbuk putih dengan rasa pahit. Bentuk kristal putihnya umumnya adalah garam
hidroklorida, diamorfin hidroklorida. Heroin terlarang dapat berbeda warna , dari putih
hingga coklat tua, disebabkan oleh kotoran kotoran yang tertinggal dari proses
pembuatan atau hadirnya zat zat tambahan seperti pewarna makanan,cacao, atau
gula merah. Heroin ini dapat menyebabkan kecanduan. Heroin atau diamorfin
(INN) adalah sejenis opoid alkaloid.”

2. Ganja

Nama lain untuk ganja adalah Cannabis Sativa Marihuana atau Mariyuana
dikenal di Amerika Utara dan Selatan.di indonesia tanaman ganja dapat tumbuh
subur terutama di daerah Aceh dan Sumatra Utara. Ganja merupakan tanaman perdu
yang mempunyai ketinggian antara 1,5 m sampai 2,5 m. Umurnya atara 1-2 tahun, dan
pada umur 6 bulan sudah mulai berbunga.daun ganja mempunyai tangkai dan jumlah
helai daunya selalu dalam bilangan ganjil antara 5-7, dan 9. Helai daunya berbentuk
memanjang, pinggirnya bergerigi, dan ujungnya lancip. Daun ganja mengandug zat
THC yaitu suatu zat elemen aktif yang oleh para ahli dianggap sebagai
hallucinogenio substance atau zat faktor penyebab terjadinya halusinasi. Zat THC

tersebut tertinggi terdapat pada bungga ganja yang mulai memekar.

’® Ibid, him 8
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Ganja adalah tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal karena
kandungan zat Narkotika pada bijinya, tetrahidrokanabinol ( THC, tetra- hydro-
cannabinol) yang dapat membuat pemakainyamengalami euforia ( rasa senang yang
berkepanjangan tanpa sebab). Cara penggunaanya dihisab dengan cara dipadatkan
menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok.””

3. Opiat atau opium (candu)

Opium merupakan zat adiktif yang didapat dari tanaman candu, zat ini kadang
digunakan dalam ilmu kedokteran sebagai analgesic atau penghilang rasa sakit.

Opium dibagi 3 :

1. Opium alami : morfin, kodein, tebain

2. Opium semi sintetis : heroin, hidromorfon

3. Opium sintetis : meperidin dan propoksifen
Merupakan golongan Narkotika alami yang sering digunakan dengan
cara dihisab.’®

4. Morfin

Kata “morfin” berasal dari morpheus, dewa mimpi dalam mitologi yunani.
Morfin adalah alkoloida analgesik yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama
yang ditemukan pada opium. Morfin bekerja langsung pada sistem syaraf
pusatuntuk menghilangkan sakit. Morfin dapat pula diartikan zat aktif yang
diperoleh dari candu melalui pengelolaan secara kimia. Morfin tidak berbau, rasa

pahit dan berwarna gelap semakin tua. Cara pemakaianya disutikan secara intra

" Ibid, him 14
"8 1bid, him 15
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cutan ( dibawah kulit), intra muscular (kedalam otot) atau intra vena (kedalam pembulu
darah).”

5. LSD atau lysergic acid, trips, tabs

LSD dibuat dari asam lysergic, suatu zat yang dibuat cendawan ergot yang hidup
digandum hitam atau dibuat dari lysergic acid amid, suatu bahan kimia yang terdapat
dalam benih bunga morning glory, kedua zat yang disebut dalam schedule I11 CSA LDS
untuk pertama kali disentesa pada tahun 1943 ketika seorang ahli kimia tanpa sengaja
mengunakan LSD. LSD digunakan sebagai alat riset untuk mengkaji mekanisme
penyakit mental. LSD diterima untuk pembudidayaan obat bius. Popularitasnya
menurun setelah tahun 1960an. LSD termasuk sebagai golongan halusinogen yang biasa
diperoleh dalam bentuk kertas berukuran kotak kecil sebesar perangko dalam
banyak warna dan gambar. Ada juga yang berbentuk pil atau kapsul. Cara
mengunakanya dengan meletakkan LSD pada permukaan lidah dan bereaksi
setelah 30-60 menit kemudian berakhir setelah 8-12 jam.®

6. Kokain

Kokain merupakan alkaloid yang didapat dari tanaman Erythroxylon coca,
yang berasal dari Amerika Selatan, daun dari tanaman ini biasanya dikunyah oleh
penduduk setempat untuk mendapatkan “efek stimulan”. Saat ini kokain masih
digunakan sebagai anestetik local, khususnya untuk pembedahan mata, hidung dan
tenggorokan, karena efek vasokontriksinya juga membantu. Kokain diklarifikasikan

sebagai suatu Narkotika, bersamaan dengan morfin, heroin karna efek adiktif.

" Ibid, him 17
8 Ibid, him 17
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Disalahgunakan dengan cara menghirup yaitu membagi setumpuk kokain menjadi
beberapa bagian berbaris lurus diatas permukaan kaca dan benda yang mempunyai
permukaan datarkemudian dihirup mengunakan penyedot atau gulungan kertas. Cara
lain adalah dibakar bersama tembakau yang sering disebut cocopuff. Menghirup
kokain beresiko luka pada sekitar lubang hidung bagian dalam.8:

7. Amfetamin

Nama generik turunan amfetamin adalah D-pseudo epinefrin yang pertama kali
disintesis pada tahun 1887 dan dipasarkan pada tahun 1932 sebagai pengurangan
sumbatan hidung. Berupa bubuk warna putih dan keabu-abuan. Ada dua jenis
amfetamin yaitu MDMA (metildioksida metamfetamin) dikenal dengan ectacy. Nama
lain fantacy pils, inex. Metamfetamin bekerja lebih lama dari pada MDMA (dapat
mencapai 12 jam) dan efek halusinasinya lebih kuat. Nama lainya shabu, SS, ice.
Cara penggunaan dalam bentuk pil diminum. Dalam bentuk kristal dibakar
menggunakan kertas alumunium foil dan asapnya dihisap melalui hidung, atau dibakar
menggunakan botol kaca yang dirancang khusus (bong). Dalam bentuk kristal dapat
juga dilarutkan dan disuntikan ke dalam pembulu darah.®?

C. Tinjauan Umum Kepolisian Dan Pelayanan Masyarakat

1. Tinjauan Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
Tumbuh dan berkembangnya Polri tidak lepas dari sejarah perjuangan
kemerdekaan Republik Indonesia, sejak Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Polri telah

dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan

8 1bid, him 19
82 https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia
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ketertiban masyarakat di masa perang, Polri juga terlibat langsung dalam
pertempuran melawan penjajah dan berbagai operasi ketentraman bersama-sama
persatuan angkatan bersenjata yang lain. Keadaan seperti ini dilakukan oleh Polri
karena Polri lahir sebagai satu- satunya persatuan bersenjata yang relatif lebih
lengkap.Hanya empat hari setelah kemerdekaan, tanggal 21 Agustus tahun 1945
segera tegas pasukan Polisi ini sebagai pasukan Polisi Republik Indonesia yang sewaktu
itu dipimpin oleh Inspektur Kelas Satu (Letnan Satu) Polisi Mohammad Jasin di
Surabaya, langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan
senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang. Juga membangkitkan semangat
moral dan patriotik seluruh rakyat maupun persatuan bersenjata lain yang patah

semangat akibat kekalahan perang yang panjang.

Tanggal 29 September 1945 tentara sekutu yang juga terdapat ribuan tentara
Belanda menyerbu Indonesia dengan alasan ingin menghalau tentara Jepang dari
Negara tersebut. Pada kenyataannya pasukan sekutu justru ingin membantu tentara
Belanda menjajah kembali Indonesia. Oleh karena itu perang antara sekutu dengan
pasukan Indonesia pun terjadi dimana-mana. Klimaksnya terjadi pada tanggal 10
November 1945, yang dikenal sebagai “Pertempuran Surabaya”. Hari itu kemudian
dijadikan sebagai hari Pahlawan secara Nasional yang setiap tahun diperingati oleh

rakyat Indonesia.

Polisi berasal dari kata Yunani yaitu Politeia. Kata ini pada mulanya
dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena”,

kemudian seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas menjadi “kota”
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dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” dalam konteks bagian dari suatu

pemerintahan.%?

Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ
pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang
diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan perintah. Menurut
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, definisi
Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas, fungsi, dan kewenangan dijalankan atas kewajiban untuk mengadakan
pengawasan secara intensif dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara
melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang

diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan.®*

Berkaitan dengan tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan baik
agar tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-
undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta
terbinannya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanaan negara,
terselenggaranya fungsi pertahannan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional
dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.®> Momo Kelana menerangkan

bahwa polisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam arti formal mencangkup

8 Andi Munawarman, Sejarah Singkat POLRI, http:/ /www.HukumOnline.com/ hg/narasi/
2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html. diakses pada tanggal 27 Juli 2017

8 Momo Kelana, Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif,
Jakarta: PTIK, 1972, him. 18

8 Andi Munawarman, Sejarah Singkat ...., Op.cit. him. 4.
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penjelasan organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan dalam arti materil,
yakni memberikan jawaban- jawaban terhadap persoalan tugas dan wewenang dalam
rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban yang diatur di

peraturan perundang-undangan.®®

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi
adalah “suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketentraman dan
ketertiban umum (menangkap orang Yyang melanggar hukum), merupakan suatu
anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan

ketertiban).®’

Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 yaitu:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang
pemeliharaan ~ keamanan dan  ketertiban  masyarakat, penegakan hukum,

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum polisi wajib memahani asas-asas
yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja yaitu

sebagai berikut:

a. Asas Legalitas, dalam melaksankan tugasnya sebgai penegak hukum wajib

tunduk pada hukum.

8 Andi Munawarman, Sejarah Singkat ...., Ibid., him. 22.
87 W.J.S. Purwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. 1986. him. 763.
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b. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan
masyarakat.

c. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi
mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum
di kalangan masyarakat.

d. Asas Preventif, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada
penindakan (represif) kepada masyarakat.

e. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan
permasalahan yaang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang
memmbelakangi.®®
Mengenai tugas dan wewenang polisi diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14

Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia, yaitu : Pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

b. menegakan hukum; dan

c. memberikan  perlindungan, pengayoman, dan pelayannan  kepada
masyarakat.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

8 Bisri Ilham, Sisten Hukum Indonesia, Jakarta: Grafindo Persada, 1998, him. 32.
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melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap
kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban,dan
kelancaran lalu lintas di jalan;

membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,kesadaran
hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan
peraturan perundang-undangan;

. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian
khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan
swakarsa;

. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana
sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan
lainnya;

menyelenggarakan  identifikasi  kepolisian,  kedokteran  kepolisian,
laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas
kepolisian;

melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan
hidup dari gangguan Kketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan

bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
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k. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum m.
ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

I. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya
dalam lingkup tugas kepolisian; sertal.

m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(3) Huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Menurut semboyan

Tribrata, tugas dan wewenang POLRI adalah :* Kami Polisi Indonesia :

1. Bebakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa.

2. Menjungjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam
menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

3. Senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan
keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Sebagai insan Bhayangkara, kehormatan POLRI adalah berkorban demi
masyarakat, bangsa dan negara. Lebih lanjut dijelaskan dalam Catur Prasetya POLRI,

yaitu:

a. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan
b. Menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia

c. Menjamin kepastian negara berdasarkan hukum
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d. Memelihara perasaan tentram dan damai

Berkaitan dengan tugas dan wewenang, Institusi Negara yang melalui
Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1999 dipisahkan dari Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia (ABRI) ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang
dalam pasal-pasal berguna dengan baik, Undang- undang kepolisian bertujuan untuk
menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinannya ketentraman masyarakat dalam
rangka terpeliharanya keamanaan negara, terselenggaranya fungsi pertahannan dan
keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi
manusia terlaksana.?® Selain itu tujuan Polisi Indonesia “menurut Jendral Polisi
Rusman Hadi, ialah mewujudkan keamanan dalam negara yang mendorong gairah

kerja masyrakat dalam mencapai kesejahteraan.*

2. Peranan Kepolisian.

Berkaitan dengan pengertian Polisi atau Kepolisian, Banurusman®memberikan
pengertian tantang Polisi dimata masyarakat sebagai berikut: “Polisi adalah
petugas yang terus menerus memberikan perhatian terhadap pemecahan soal-soal
kejahatan dan memberikan pelayanan publik dalam penanganan kejahatan”. Dari
pengertian tersebut menandakan bahwa pandangan masyarakat terhadap keberadaan
Polisi hanyalah terbatas pada pemecahan-pemecahan masalah kejahatan, padahal
tidak hanya sampai disitu pengertian tentang Polisi. Arti Polisi itu sendiri timbul

karena kedudukan dan pranannya yang mengimplikasikan tanggung jawab yang besar

8 Andi Munawarman, Sejarah Singkat...., Op. cit. him. 4.
% Andi Munawarman, Sejarah Singkat...., Op. cit. him. 4.
%1 Banurusman, Polisi Masyarakat dan Negara, Biagraf Publishing, Yogyakarta, 1995,hal 1.
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terutama dalam bidang keamanan, ketertiban dan ketertiban sosial. Polisi senantiasa
hadir untuk mengisi dinamika perubahan masyarakat, dan untuk mengantisipasi

setiap potensi konflik yang menyertainya.

Mengenai keamanan umum, dapat dikatakan bahwa kita dapat mencapainya
dengan penegakan hukum, masyarakat akan merasa aman. Dan keadaan masyarakat
dapat dikatakan aman, dengan perkataan lain, keamanan masyarakat pada hakekatnya
pula Polisi adalah penegakan hukum sebagaimana pengertian Polisi menurut D.P.M
Sitompul dan Edward Syahpernong®’yang mengatakan bahwa : “Polisi adalah
penegakan hukum yang hidup, melalui Polisi iu janji-janji dan tujuan- tujuan untuk
nmengamankan dan melindungi masyarakat telah memiliki penelitian khusus tentang

peranan Polisi tersebut”.

Selanjutnya Polisi dengan peranannya sebagai pengayom keamanan yang ruang
lingkupnya tidak terbatas pada masalah kejahatan memiliki andil besar terehadap
stabilitas masyarakat. Sementara itu tanpa adanya dukungan masyarakat belum dalam
melaksanakan fungsinya, Polisi akan berhasil mencapai sasaran yang diharapkan. Ini
membuktikan bahwa Polisi memiliki pertautan dengan masyarakat dimana la hidup
atau dengan kata lain, timbal balik antar keduannya dapat menyatukan tujuan sasaran
yang hendak dicapai. Sehubungan dengan hal diatas tercantum dalam Undan-undang
No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara sebagai berikut : “Polisi adalah alat
revolusi dalam rangka pembangunan Nasionl, semula berencana untuk menuju

tercapainya masyarakat adil dan makmur bersama berdasarkan Pancasila”. Berdasarkan

%2 D.P.M Sitompul dan Edward Syahpernong, 2002, him. 33.
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uraian diatas, penulis akan menyimpulkan beberpa faktor yang menjadi pentingnya dan
betapa besarnya pengaruh Polisi atau Kepolisian dalam memacu perkembangan
pembangunan dan pertahanan Nasional dalam stabilitas masyarakat dan Negara yaitu

Fungsi, tugas, dan lingkungan pekerjaannya, badan atau organisasinya dan
pelaksanaan dilapangan yang menentukan keberhasilan POLRI untuk menarik

partrisipasi masyarakat.

3. Pengertian Kepolisian.
Istilah Polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda.

Pengertian Polisi yang sekarang ini adalah :

Berbeda dengan pengertian Polisi pada awal ditemukan istilah itu sendiri.

Adapun pengertian Polisi diantaranya sebagai berikut :

1. Pertama kali ditemukannya Polisi dari perkataan Yunani “Politea” yang
berarti seluruh pemerintahan Negara kota. Pada masa itu yaitu abad sebelum masehi,
Negara yunani terdiri dari kota-kota tidak saja menyangkut pemerintahan kota saja, tapi
juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Baru setelah timbul agama nasrani, maka

pengertian Polisi sebagai pemerintah Negara kota dikurangi urusan agama.

2. Di negara Belanda pada zaman dahulu istilah Polisi dikenal melalui konsep
Catur Praja dan Van Vollenhoven yang membagi pemerintahan menjadi empat bagian

yaitu :
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a. Bestuur

b. Politie

c. Rechtspraak (Peradilan)

d. Regeling (Peraturan)

Dengan demikian Polite dalam pengertian ini sudah dipisahkan dari Bestuur dan
merupakan bagian dari pemerintah tersendiri. Pada pengertian ini Polisi termasuk
organ-organ pemerintahan yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan

terhadap kewajiban- kewajiban umum.

3. Charlos Reith mengemukakan pengertian Polisi dalam bahasa Inggris :
“Police Indonesia the English Language Come to Mean Of Planing for Improving
Ordering Communal Existence”, yaitu sebagai tiap-tiap usaha untuk meneliti atau
menertibkan susunan kehidupan masyarakat. Pengertian ini berpangkal dari pemikiran,
bahwa manusia adalah mahluk sosial yang hidup berkelompok, membuat aturan-
aturan yang telah disepakati bersama. Ternyata diantara kelompok itu terdapat anggota
yang tidak mau mematuhi aturan bersama sehingga timbul masalah siapa yang
berkewajiban untuk memperbaiki dan menertibkan kembali anggota kelompok yang
telah melanggar. Dari pemikirian itu kemudian diperlukan Polisi baik organnya maupun
tugasnya untuk memperbaiki dan menertibkan tata susunan kehidupan masyarakat

tersebut. %

% Charlos Reith, The Blind Eye Of History : A Study of the Origins of the Present Police Era, Patterson
Smith Series, Publication Number 203, Paperback, 1975.
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4. Didalam Encyclopedia and Social Science  dikemukakan bahwa
pengertian Polisi meliputi bidang fungsi, tugas yang luas, yang digunakan untuk
menjelaskan berbagai aspek dari pada pengawasan keseharian umum, kemudian dalam
arti yang sangat khusus dipakai dalam dengan penindahan-penindahan pelanggaran
politik, yang selanjutnya meliputi semua bentuk pengertian sebagai hal-hal yang
berhubungan dengan pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang

serta harta bendanya dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum.

5. Dalam Kamus Bahasa Indonesia W.J.S Poerwodarmita® mengemukakan

bahwa istilah Polisi Mengandung pengertian :

a. Badan Pemerintahan (Sekelompok Pegawai Negeri) yang bertugas memelihara
keamanan dan ketertiban umum.

b. Pegawai Negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.
Dalam pengertian ini istilah Polisi mengandung 2 (Dua) pengertian makna
Polisi tugas dan sebagai organnya.

6. Analog dalam pengertian-pengertian di atas, untuk jelasnya dapat
disimak pengertian yang tertuang dalam Undang-undang Pokok Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1961 pada pasal 1 ayat (1) yang dinyatakan, bahwa
Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara ialah alat
Negara penegak Hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri.

Kemudian dalam pasal 1 maka Kepolisian Negara mempunyai tugas :

9 Poerwodarmita, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
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a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

b. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyaarakat.

c. Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan di dalam

b. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk memberi
perlindungan dan pertolongan.

c. Mengusahakan ketaatan warga Negara dan masyarakat terhadap peraturan-
peraturan Negara.

1. Dalam bidang peradilan mengadakan penyidikan atas kesejahteraan dan
pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan
lain-lain peraturan Negara.

2. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan
masyarakat dalam Negara.

3. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan kepadanya oleh suatu
peraturan Negara.

Seperti apa yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa Polisi adalah sebagai
salah satu alat Negara, yang dalam hal ini ada tingkatan- tingkatan khusus dalam
struktur wilayah kerjanya. Kepolisian sebagai kesatuan kewilayahan yang terdepan
yang merupakan ujung tombak kekuatan operasional POLRI, dalam pelaksanaan
tugasnya harus dapat mengemban semua fungsi yang ada serta memberikan
kemampuan POLRI yang merupakan penjabaran. Kemampuan pertahanan keamanan

Negara (Han Kam Neg) kemampuan, penertiban masyarakat, penegakkan hukum,
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Bimas, Penindakan gangguan keamanan, penyelamatan masyarakat, = pembinaan

potensi masyarakat, sosial politik dan kemampuan pendukung.

Dalam kekuasaan untuk melakukan gerak kerjanya kepolisian menjadi dasar
tegaknya menjaga ketahanan dan ketertiban hukum yang pada ahirnya kembali kepada
peran serta dan tugasnya di lingkungan masyarakat. Sebagaimana D. P. M Sitompul dan
Edward Syahpernong (2002 : 55) mengutip ayat (4) (khususnya huruf c¢) Undang-
undang pertahanan keamanan Negara sekaligus melaksanakan dan menegakan usaha
peningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat sebagai berikut: “Meningkatkan
penyuluhan hukum untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam
masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan
kewajiban sebagai warga Negara dalam rangka tegaknya hukum, keadilan dan
perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum

sesuai Undang-undang dasar 1945”.

Berdasarkan kutipan yang telah dikemukakan di atas, maka Polisi yang berada
ditengah-tengah masyarakat banyak kekuatan dan keberadaannya menjadi lebih

termotivasi dengan adanya peran serta masyarakat dalam penegakan itu sendiri.

Bila dilihat dari pelaksanaan tugas, Polisi mempunyai suatu tanggung jawab atas
keamanan dan ketertiban situasi dan kondisi masyarakat sejalan dengan hal tersebut,
diangkat dari manajemen Kepolisian mengemukakan sebagai berikut : “Kepolisian
Negara Republik Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan

peranannya selaku alat Negara penegak hukum. Mengayomi, pelindung serta
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pembimbing dan pelayan masyarakat, dituntut untuk dapat mewujudkan serta

memelihara situasi dan kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat”.

Tugas, fungsi dan peranan polisi sebagaimana tercantum di atas, menunjukan
telah terjadi salah satu faktor penyebab aman dan tertibnya suasana hidup berbangsa dan

bernegara.

4. Tugas dan Wewenang Kepolisian.

Pemahaman mengenai kedudukan Kepolisian Indonesia mempunyai arti yang
sangat khusus, sebab nantinya akan terkait dengan berbagai hal yang mengenai
Kepolisian tentang tugas, wewenang dan kewajiban Kepolisian bagi upaya
pembangunan sejalan dengan pembangunan Nasional. Undang-undang Nomor 2 tahun
2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menentukan tugas-tugas

Kepolisian sebagai berikut:

“Pasal 14 Kepolisian mempunyai tugas :

e

Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban,
dan kelancaran lalu lintas di jalan.

c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran

hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan

peraturan perundang- undangan.

d. Turut serta dalam pembinaan hukum Nasional.
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e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum

f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap
Kepolisian khusus, penyidik, pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk
pengamanan Swakarsa.

g. Melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuali
dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang lain.

h. Menyelenggarakan identifikasi ~ Kepolisian,  kedokteran  Kepolisian,
Laboratorium Forensik.

i. Melindungi keselamatan jiwa raga masyarakat untuk sementara sebelum
ditangani oleh instansi pihak yang berwenang.

j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya
dalam lingkup tugas Kepolisian, serta Melaksanakan tugas lain sesuai dengan
peraturan Perundang-undangan”.

Penjabaran Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia, yang telah diuraikan di atas, dapat penulis kemukakan bahwa
ruang lingkup tugas serta pelaksanaan tugasnya berwawasan nusantara yang disamping
mencegah hal-hal yang akan terjadi juga menanggulangi masalah-masalah yang sedang

dihadapi.
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